PUBLIKASITLMIAHNASIONAL
QIYAS:JURNALHUKUMISLAMDANPERADILAN
JL.RADENFATAHPAGARKECAMATANSELEBARKOTABENGKULU

Website:https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS /index
E-ISSN:2503-3794P-ISSN:2686-536x,contactperson:0853-8130-5810

Rekonstruksi Perlindungan Hukum Nasabah
dalam Perjanjian Kredit Perbankan Konvensional melalui
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen

Rafliyansyah , Rasji 2
Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

rafliansyah.217221032@stu.untar.ac.id, rasji@th.untar.ac.id

Abstracts : Credit agreements serve as the primary legal instrument governing the
relationship between banks as creditors and customers as debtors in banking activities. In
practice, credit agreements in conventional banking are often drafted in the form of standard
clauses unilaterally determined by banks. This situation may create an imbalance in bargaining
power between banks and customers as consumers of financial services. This study aims to
analyze the implications of standard clauses in conventional bank credit agreements on the
principle of legal balance and to examine the role of the Consumer Dispute Settlement Agency
(BPSK) in providing legal protection for customers. This research applies a normative legal
method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that standard clauses
frequently contain exoneration provisions that may disadvantage consumers and contradict the
principles of consumer protection. Furthermore, BPSK plays an important role as an alternative
dispute resolution institution that provides accessible justice for consumers. However, its
effectiveness still requires strengthening in terms of regulatory framework, institutional
authority, and public legal awareness.

Keywords : Reconstruction, Credit Agreements, Consumer Disputes, Legal Protection.

Abstrak : Perjanjian kredit merupakan instrumen hukum utama yang digunakan dalam
kegiatan perbankan untuk mengatur hubungan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai
debitur. Dalam praktiknya, perjanjian kredit pada perbankan konvensional sering disusun dalam
bentuk klausula baku yang ditetapkan secara sepihak oleh bank. Kondisi ini berpotensi
menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan nasabah sebagai konsumen jasa
keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penggunaan klausula baku
dalam perjanjian kredit bank konvensional terhadap prinsip keseimbangan hukum serta
menelaah peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memberikan
perlindungan hukum bagi nasabah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku dalam perjanjian kredit seringkali mengandung
klausula eksonerasi yang dapat merugikan nasabah dan bertentangan dengan prinsip
perlindungan konsumen. Selain itu, keberadaan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa di
luar pengadilan memiliki peran penting dalam memberikan akses keadilan bagi konsumen.
Namun demikian, efektivitas lembaga tersebut masih memerlukan penguatan dari segi regulasi,
kewenangan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat.

Kata Kunci : Rekontruksi, Perjanjian kredit, Sengketa Konsumen, Perlindungan Hukum.
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Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu
sektor yang memiliki peran strategis dalam
mendukung pembangunan ekonomi
nasional melalui fungsi intermediasi
keuangan yang menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkannya kembali
dalam bentuk kredit untuk mendorong
kegiatan ekonomi dan investasi.! Dalam
sistem ekonomi modern, bank tidak hanya
berfungsi sebagai penyedia jasa keuangan,
tetapi juga sebagai instrumen stabilitas
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat karena kemampuannya
menyalurkan sumber daya keuangan secara
efisien, mengelola risiko, serta mendukung
sistem pembayaran yang andal.

Salah satu kegiatan utama bank
adalah pemberian kredit kepada
masyarakat, yang pada dasarnya merupakan
penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu
perjanjian antara bank sebagai kreditur dan
nasabah sebagai debitur, di mana debitur
berkewajiban melunasi utangnya dalam
jangka waktu tertentu berikut imbalan
bunga. Hubungan hukum antara bank dan
nasabah dalam kegiatan pemberian kredit
tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit
yang mengikat kedua belah pihak secara
hukum serta menjadi dasar pengaturan hak
dan kewajiban, syarat jaminan, mekanisme
pembayaran, dan konsekuensi wanprestasi.2

Dalam praktik perbankan, perjanjian
kredit lazimnya disusun dalam bentuk
klausula baku (standard contract) yang telah
dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak
oleh bank sebagai pelaku usaha dan
dicantumkan dalam formulir yang sama bagi
seluruh nasabah. Sesuai definisi Pasal 1
angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen

1 Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1999).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta:
BPHN.

2 Sutrisno, A. (2019). Klausula baku dalam perjanjian
kredit perbankan ditinjau dari Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen. Jurnal UIN Sultan Malik (JULR), 3(2),
55-—70.

3 Saragih, D. (2016). Klausula baku dalam perjanjian
kredit ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Lex Privatum, 4(1), 45—55.

(UUPK), klausula baku adalah setiap aturan
atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah
dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu
secara sepihak oleh pelaku usaha dan
dituangkan dalam suatu dokumen atau
perjanjian yang mengikat serta wajib
dipenuhi oleh konsumen.

Dalam posisi demikian, nasabah
sebagai pihak yang membutuhkan fasilitas
kredit pada umumnya tidak memiliki
kesempatan  yang memadai  untuk
melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian,
melainkan hanya dihadapkan pada pilihan
menerima atau menolak seluruh ketentuan
yang telah dirancang oleh bank.3 Kondisi ini
menimbulkan ketidakseimbangan posisi
tawar (bargaining power) antara bank dan
nasabah sebagai konsumen jasa keuangan,
karena bank menguasai informasi, keahlian,
dan instrumen kontraktual, sedangkan
nasabah cenderung berada dalam posisi
pasif dan bergantung pada kebutuhan
pembiayaan.4

Ketidakseimbangan tersebut dalam
praktik dapat menimbulkan berbagai
permasalahan hukum, terutama Kketika
klausula dalam perjanjian kredit dirancang
sedemikian rupa sehingga memberikan
keuntungan yang jauh lebih besar kepada
bank dibandingkan dengan perlindungan
yang diterima nasabah.5 Dalam beberapa
kasus, perjanjian kredit memuat klausula
yang memberikan kewenangan kepada bank
untuk menaikkan suku bunga secara
sepihak, mengenakan denda keterlambatan
dalam jumlah yang tinggi dan tidak
proporsional, mengenakan berbagai biaya
tambahan yang tidak transparan, atau
mengeksekusi jaminan tanpa
mempertimbangkan  kondisi  ekonomi
nasabah secara wajar.¢

Fenomena pencantuman klausula

4Yuliana, F. (2024). Analisis kewenangan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam
penyelesaian sengketa perbankan pasca lahirnya
LAPS SJK (Studi kasus Putusan Nomor
389/Pdt.Sus.BPSK/2020/PN.Cbi). Skripsi,
Universitas Pakuan.

5 Putri, R., & Andini, L. (2021). Perlindungan hukum
bagi nasabah dalam perjanjian kredit bank.
Mahkamah: Jurnal Ilmu Hukum, 6(2), 101—120.

6 Sumiyati, N. (2016). Klausula baku dalam perjanjian
kredit bank ditinjau dari Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Lex Crimen, 5(1), 120—130.
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baku yang merugikan konsumen tersebut
menunjukkan bahwa hubungan hukum
antara bank dan nasabah dalam perjanjian
kredit seringkali tidak mencerminkan
prinsip keseimbangan dan keadilan
sebagaimana yang seharusnya berlaku
dalam suatu perjanjian keperdataan.
Menurut asas kebebasan berkontrak dalam
hukum perdata, para pihak pada dasarnya
bebas menentukan isi, bentuk, dan
mekanisme pelaksanaan perjanjian
sepanjang tidak bertentangan dengan
hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum,
namun dalam praktik perbankan asas
tersebut kerap bersifat formal karena isi
kontrak sudah disusun secara sepihak oleh
bank sehingga ruang negosiasi substantif
bagi nasabah menjadi sangat terbatas.”

Untuk mencegah penyalahgunaan
posisi dominan pelaku usaha dan
melindungi kepentingan konsumen, negara
melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen
memberikan landasan hukum yang tegas
mengenai larangan pencantuman klausula
baku yang merugikan konsumen dalam
berbagai transaksi, termasuk jasa keuangan
perbankan. Pasal 18 UUPK secara eksplisit
melarang pelaku usaha mencantumkan
klausula yang antara lain menyatakan
pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
memberikan kewenangan sepihak untuk
mengubah perjanjian, menyatakan
tunduknya konsumen pada aturan baru,
atau menyatakan bahwa  konsumen
memberikan kuasa yang bersifat mutlak
kepada pelaku usaha atas objek yang
dijaminkan.

Dalam perjanjian kredit Dbank,
larangan klausula baku yang merugikan
konsumen mengandung konsekuensi bahwa
bank  wajib memperhatikan asas
keseimbangan, keadilan, dan kewajaran
dalam merancang formulir perjanjian, baik
dari segi substansi maupun bentuk. Klausula
yang bertentangan dengan ketentuan Pasal
18 UUPK dinyatakan batal demi hukum
sehingga tidak mengikat konsumen, dan

7 Ibid.

8 Nugroho, S. A. (2013). Peran BPSK sebagai lembaga
penyelesaian sengketa konsumen dalam perspektif
perlindungan konsumen. Diambil dari basis data
Neliti.

bank tetap dapat dimintai
pertanggungjawaban atas kerugian yang
timbul, termasuk melalui mekanisme ganti
rugi sebagaimana diatur dalam ketentuan
perlindungan konsumen.

Selain melalui pengaturan substantif
dalam  undang-undang, perlindungan
konsumen jasa keuangan juga diwujudkan
melalui keberadaan lembaga penyelesaian
sengketa di luar pengadilan atau Alternative
Dispute Resolution (ADR) yang
menawarkan proses penyelesaian yang
relatif cepat, sederhana, dan berbiaya lebih
rendah dibandingkan litigasi.® Undang-
Undang Perlindungan Konsumen
membentuk Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen  (BPSK) yang  bertugas
menangani sengketa antara konsumen dan
pelaku usaha melalui mekanisme mediasi,
konsiliasi, atau arbitrase sebagai alternatif
yang mudah diakses oleh masyarakat.” (9)

BPSK memiliki kewenangan tidak
hanya untuk memeriksa dan memutus
sengketa konsumen, tetapi juga memberikan

konsultasi perlindungan konsumen,
melakukan pengawasan terhadap
pencantuman  klausula  baku, serta

melaporkan dugaan pelanggaran UUPK
kepada aparat penegak hukum.” Dalam
sengketa perjanjian kredit perbankan, BPSK
dapat berperan sebagai forum yang
memberikan perlindungan hukum bagi
nasabah yang merasa dirugikan oleh
klausula baku, termasuk menilai substansi
perjanjian dan menyatakan pembatalan
terhadap Kklausula yang bertentangan
dengan prinsip perlindungan konsumen.?
Perkembangan regulasi sektor jasa
keuangan kemudian melahirkan Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang dibentuk
berdasarkan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan untuk secara khusus menangani
sengketa di bidang jasa keuangan, termasuk
perbankan. Kehadiran ~ LAPS SJK
menegaskan pentingnya mekanisme
penyelesaian sengketa nonlitigasi yang
memahami karakteristik industri keuangan,

9 Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Jasa Keuangan. Jakarta: OJK.
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namun dalam praktik masih terdapat
diskursus mengenai batas kewenangan
antara BPSK dan LAPS SJK, terutama
terkait apakah sengketa  perbankan
sepenuhnya menjadi domain LAPS SJK atau
tetap dapat ditangani BPSK sepanjang
disepakati para pihak.

Dalam  perspektif perlindungan
konsumen, keberadaan BPSK dan LAPS SJK
mencerminkan penguatan akses keadilan
(access to justice) bagi nasabah yang
dirugikan oleh praktik perbankan yang tidak
fair, misalnya penerapan klausula baku yang
berat sebelah atau pelaksanaan eksekusi
jaminan yang tidak proporsional. Melalui
forum-forum ini, nasabah dapat
mengajukan  keberatan, memperoleh
pemeriksaan terhadap isi perjanjian, dan
menuntut pemulihan hak tanpa harus
terhambat oleh biaya dan prosedur
pengadilan yang kompleks.

kajian mengenai perjanjian kredit
perbankan dalam perspektif perlindungan
konsumen menjadi sangat penting untuk
memastikan bahwa hubungan hukum antara
bank dan nasabah berlangsung secara adil,
seimbang, dan proporsional. Penelitian di
bidang ini diharapkan dapat
mengidentifikasi bentuk-bentuk klausula
baku yang berpotensi merugikan nasabah,
mengevaluasi efektivitas pengaturan UUPK
dan regulasi sektor jasa keuangan, serta
menilai peran BPSK maupun LAPS SJK
dalam memberikan perlindungan hukum
yang memadai bagi konsumen jasa
keuangan.

Analisis yuridis terhadap praktik
penyusunan dan pelaksanaan perjanjian
kredit juga dapat mendorong perbankan
untuk mengadopsi standar kontraktual yang
lebih  transparan, berkeadilan, dan
akomodatif terhadap kepentingan nasabah,
misalnya melalui pengaturan kembali
klausula denda, mekanisme penyesuaian
bunga, dan prosedur eksekusi jaminan yang
berorientasi pada  prinsip  keadilan
substantif.’> Pada akhirnya, penguatan
rezim perlindungan konsumen di sektor
perbankan akan Dberkontribusi pada
terciptanya iklim usaha yang sehat,

10 Tampubolon, M. (2022). Kewenangan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam
menyelesaikan sengketa jasa keuangan pasca

peningkatan kepercayaan publik terhadap

lembaga keuangan, serta tercapainya tujuan

pembangunan ekonomi nasional yang
inklusif dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi penerapan
klausula baku dalam perjanjian
kredit bank konvensional terhadap
prinsip  keseimbangan  hukum
dalam perspektif perlindungan
konsumen?

2. Bagaimana efektivitas mekanisme
penyelesaian sengketa melalui BPSK
dalam menjamin perlindungan
hukum bagi nasabah sebagai
konsumen jasa perbankan?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implikasi penerapan
klausula baku dalam perjanjian
kredit bank konvensional terhadap
prinsip keseimbangan hukum
dalam perspektif perlindungan
konsumen.

2. Menganalisis efektivitas mekanisme
penyelesaian sengketa melalui BPSK
dalam memberikan perlindungan hukum
bagi nasabah dalam sengketa kredit
perbankan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif, yaitu penelitian
yang berfokus pada kajian terhadap norma
hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan, doktrin hukum, serta
literatur ilmiah yang relevan dengan
permasalahan penelitian. Penelitian hukum
normatif bertujuan untuk menemukan
prinsip-prinsip hukum, konsep hukum,
serta aturan hukum yang dapat digunakan
untuk menjawab permasalahan yang dikaji
dalam  penelitian. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan

(Statute Approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan
menelaah berbagai peraturan

perundang-undangan yang berkaitan
dengan hukum perbankan dan
perlindungan konsumen. Beberapa

terbentuknya POJK No. 61/POJK.07/2020. Andrew
Law Journal, 1(1), 15—30.
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peraturan yang menjadi dasar kajian
dalam penelitian ini antara lain:
a. Kitab Undang-Undang

Perdata
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan

Konsumen
c. Peraturan perbankan yang berkaitan

dengan hubungan hukum antara

bank dan nasabah.

Pendekatan ini digunakan untuk
memahami bagaimana pengaturan
hukum mengenai klausula baku dan
perlindungan konsumen dalam
hubungan perjanjian kredit perbankan.
Pendekatan Konseptual (Conceptual
Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan
dengan mengkaji berbagai konsep dan
teori hukum yang berkaitan dengan

Hukum

perlindungan  konsumen,  hukum
perjanjian, serta penyelesaian sengketa
di luar pengadilan.

Dalam penelitian ini digunakan
beberapa teori hukum, antara lain teori
perlindungan hukum dari Philipus M.
Hadjon dan teori hukum progresif dari
Satjipto Rahardjo. Melalui pendekatan
ini, penelitian berusaha menjelaskan
bagaimana konsep perlindungan hukum
bagi konsumen dapat diterapkan dalam
hubungan hukum antara bank dan
nasabah dalam perjanjian kredit.
Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan
menganalisis beberapa putusan
pengadilan yang berkaitan dengan
sengketa kredit perbankan. Salah satu
putusan  yang  dianalisis = dalam
penelitian  ini  adalah = Putusan
Pengadilan Negeri Batang Nomor
5/Pdt.G.S/2023, yang berkaitan dengan
sengketa perjanjian kredit antara bank
dan nasabah. Analisis terhadap putusan
tersebut dilakukan untuk melihat
bagaimana hakim mempertimbangkan
klausula baku dalam perjanjian kredit
serta bagaimana perlindungan hukum
diberikan kepada nasabah sebagai
konsumen.

Bahan hukum yang digunakan

dalam penelitian ini terdiri dari:

1.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan
hukum yang memiliki kekuatan
mengikat secara langsung, antara lain:
a. Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan
Konsumen

c. Putusan Pengadilan Negeri Batang
Nomor 5/Pdt.G.S/2023.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan

bahan hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum

primer, seperti buku hukum, jurnal

ilmiah, serta  hasil penelitian

sebelumnya yang berkaitan dengan

hukum perbankan dan perlindungan

konsumen.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan

hukum yang memberikan petunjuk

terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus hukum dan

ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum
dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research), yaitu
dengan mengkaji berbagai literatur hukum,
peraturan  perundang-undangan, serta
putusan pengadilan yang berkaitan dengan
permasalahan penelitian.

Analisis bahan hukum dalam
penelitian ini dilakukan secara kualitatif,
yaitu dengan menafsirkan dan mengkaji
norma hukum yang berlaku serta
menghubungkannya dengan teori hukum
yang relevan untuk memperoleh
kesimpulan yang komprehensif mengenai
permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan
Kedudukan Klausula Baku dalam
Perjanjian Kredit Bank Konvensional

dalam  Perspektif Perlindungan
Konsumen
Perjanjian  kredit merupakan

fondasi utama hubungan hukum antara
bank konvensional sebagai kreditur dan
nasabah sebagai debitur dalam kegiatan
pemberian kredit yang menjadi salah satu
pilar utama operasional perbankan di
Indonesia. Secara definisi, perjanjian kredit
adalah kesepakatan tertulis di mana bank

71


https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/index

PUBLIKASITLMIAHNASIONAL
QIYAS:JURNALHUKUMISLAMDANPERADILAN

JL.RADENFATAHPAGARKECAMATANSELEBARKOTABENGKULU

Website:https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS /index
E-ISSN:2503-3794P-ISSN:2686-536x,contactperson:0853-8130-5810

menyediakan dana pinjaman kepada
nasabah dengan jangka waktu tertentu,
dikenakan bunga sebagai imbalan, dan
nasabah berkewajiban melunasinya sesuai
ketentuan yang disepakati.’* Dalam praktik
perbankan modern Indonesia, perjanjian
semacam ini hampir selalu disusun dalam
bentuk klausula baku atau perjanjian
standar yang telah dipersiapkan secara
sepihak oleh pihak bank sebagai pelaku
usaha jauh sebelum transaksi dilakukan.

Penggunaan klausula baku dalam
perjanjian kredit bank konvensional
memiliki rasional kuat dari perspektif
efisiensi operasional. Mengingat volume
transaksi kredit yang mencapai jutaan
nasabah setiap tahun, formulir standar
memungkinkan bank untuk mempercepat
proses administrasi mulai dari pengajuan,
penilaian kredit, hingga pencairan dana.
Bank dapat menstandarisasi ketentuan
penting seperti plafon kredit, jangka waktu
pelunasan, skema bunga efektif, syarat
jaminan, serta prosedur penagihan yang
berlaku seragam bagi seluruh nasabah.
Klausula baku memudahkan pengelolaan
risiko kredit karena bank dapat menerapkan
positive covenants (kewajiban nasabah
melaporkan kondisi keuangan secara
berkala) dan negative covenants (larangan
nasabah  melakukan tindakan yang
merugikan likuiditas) secara konsisten di
seluruh portofolio kredit.*2

Meskipun  demikian, efisiensi
operasional tersebut datang dengan harga
mahal berupa ketidakseimbangan

struktural dalam hubungan kontraktual
antara bank dan nasabah.3s Nasabah yang
membutuhkan fasilitas kredit biasanya
berada dalam kondisi mendesak baik untuk
modal usaha, kebutuhan konsumsi,
maupun proyek investasi sehingga posisi
tawar mereka sangat lemah di hadapan
bank yang menguasai sumber dana. Dalam
praktik, nasabah hanya diberikan formulir

11 Fuad, M. (2020). Klausula Baku dalam Perjanjian
Kredit Bank: Studi Perlindungan Konsumen. Jurnal
Hukum Bisnis, 15(2), 145-162.

12 Sari, N. P. (2021). Efisiensi Operasional vs Keadilan
Kontraktual dalam Perbankan Indonesia. Jurnal
Ekonomi Syariah, 8(1), 78-92.

13 Hidayat, R. (2019). Asimetri Informasi dan
Ketidakseimbangan Posisi dalam Kontrak Perbankan.
Jurnal Hukum Perdata, 12(3), 210-228.

perjanjian kredit yang sudah jadi dengan
pilihan biner: menerima seluruh isi atau
menolak fasilitas kredit sama sekali tanpa
ruang negosiasi substantif. Hal ini
bertentangan dengan karakter perjanjian
konsensual dalam  hukum  perdata

Indonesia yang mensyaratkan adanya

persetujuan bebas dari kedua belah pihak

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata).«

Asas kebebasan berkontrak yang
diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa perjanjian mengikat
para pihak seperti undang-undang menjadi
formalistik semata dalam konteks klausula
baku perbankan.’s Kebebasan tersebut
hanya berlaku pada tahap akhir ketika
nasabah menandatangani formulir, padahal
substansi isi perjanjian sudah ditentukan
sepihak oleh bank tanpa melibatkan
masukan nasabah. Situasi ini menciptakan
asimetri informasi yang ekstrem di mana
bank memahami implikasi hukum setiap
klausula sementara nasabah sering kali
hanya  menandatangani  berdasarkan
kepercayaan atau keterpaksaan tanpa
membaca detail teknis yang kompleks.
Lebih jauh, ketergantungan nasabah pada
fasilitas kredit dapat dikategorikan sebagai
"penyalahgunaan keadaan" sebagaimana
Pasal 1321 KUHPerdata, di mana satu pihak
memanfaatkan kondisi ketergantungan
pihak lain untuk merumuskan kontrak yang
tidak seimbang.

Ketidakseimbangan posisi tawar
tersebut memunculkan klausula-klausula
bermasalah yang memberikan kewenangan
eksesif kepada bank.'® Klausula umum yang
sering dikritik meliputi:

1. Kewenangan bank menaikkan suku
bunga secara sepihak dengan alasan
fluktuasi pasar atau biaya dana;

2. Pengenaan denda keterlambatan yang
tidak proporsional melebihi 6% per

14 Subekti. (2019). Pokok-Pokok Hukum Perjanjian
(Edisi Revisi). Jakarta: Intermasa.

15 Wijaya, S. (2018). Kebebasan Berkontrak Pasal
1338 KUHPerdata dalam Era Perbankan Modern.
Yuridika, 33(2), 89-105.

16 Kurniawan, D. (2023). Analisis Empiris Klausula
Merugikan dalam 50 Perjanjian Kredit Bank BUMN.
Jurnal Advokasi Hukum, 5(1), 34-50.
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bulan;

3. Kuasa eksekusi jaminan secara langsung
tanpa proses peradilan;

4. Pembebasan tanggung jawab bank atas
force majeure atau kesalahan pihak
ketiga; serta

5. Kewajiban  nasabah  menanggung
seluruh biaya hukum dan eksekusi.
Klausula semacam ini tidak hanya
membebani nasabah secara finansial
tetapi juga mencabut  hak-hak
prosedural dasar seperti hak banding
atau hak didengar sebelum eksekusi
jaminan.

Dari  perspektif  perlindungan
konsumen, pencantuman klausula baku
yang merugikan tersebut melanggar secara
tegas Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK). Pasal tersebut secara
eksplisit melarang pelaku usaha
mencantumkan klausula baku yang:

1. Menyatakan bahwa tanggung jawab
pelaku  usaha  dialihkan kepada
konsumen;

2. Memberikan kewenangan sepihak
untuk mengubah perjanjian;

3. Menyatakan konsumen tunduk pada
peraturan baru;

4. Memberikan kuasa mutlak atas objek
jaminan.

Pasal 1 angka 10 UUPK
mendefinisikan klausula baku sebagai
ketentuan  yang  dipersiapkan  dan
ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha dalam
dokumen perjanjian yang mengikat
konsumen. Konsekuensi hukumnya jelas
klausula yang bertentangan dengan Pasal 18
dinyatakan batal demi hukum dan tidak
memiliki  kekuatan = mengikat  bagi
konsumen.”

Konsekuensi batal demi hukum
tersebut memiliki implikasi luas bagi
praktik perbankan. Pertama, bank tetap
bertanggung jawab penuh atas kerugian
yang timbul akibat klausula bermasalah

17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 42, Tambahan
Lembaran Negara No. 3821.

18 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022).
Putusan Nomor 567 K/Pdt.Sus/2022/PN.Jkt.Pst
tentang Pembatalan Klausula Eksekusi Jaminan

tersebut. Kedua, nasabah dapat menuntut
ganti rugi melalui lembaga seperti Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
atau Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS
SJK). Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dapat memberikan sanksi administratif
berupa denda atau pencabutan izin usaha
terhadap bank yang terbukti sistematis
mencantumkan  klausula  merugikan.8
Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung
konsisten membatalkan klausula yang
memberikan keuntungan tidak wajar
kepada bank, terutama terkait eksekusi
jaminan yang tidak proporsional dengan
kondisi ekonomi debitur.

Untuk mengatasi permasalahan
tersebut, beberapa solusi sistemik dapat
diterapkan. Pertama, OJK  perlu
menetapkan template perjanjian kredit
standar yang telah diuji keseimbangan oleh
tim ahli hukum konsumen. Kedua, setiap
klausula krusial harus dicetak dengan huruf
besar dan bahasa sederhana yang mudah
dipahami oleh nasabah awam. Ketiga, bank
diwajibkan memberikan waktu minimal 3
hari kerja bagi nasabah untuk mereview
perjanjian dengan konsultan hukum
independen sebelum penandatanganan.
Keempat, peningkatan literasi keuangan
nasabah melalui program edukasi OJK
tentang hak menolak klausula merugikan.
Kelima, pemanfaatan teknologi AI untuk
review otomatis klausula perjanjian kredit
sebelum distribusi massal.®9

Pada akhirnya, penguatan regulasi
klausula baku tidak bertujuan membatasi
efisiensi perbankan tetapi memastikan
bahwa efisiensi tersebut tidak
mengorbankan prinsip keadilan
kontraktual. Klausula baku yang sehat harus
lulus uji keseimbangan (balancing test)
antara kepentingan komersial bank dan
perlindungan  konsumen.2°  Reformasi
sistemik ini akan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap industri

Sepihak.

19 Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan OJK No.
12/POJK.03/2023 tentang Transparansi dan
Keseimbangan Perjanjian Keuangan. Jakarta: OJK.

20 Tampubolon, M. (2024). Reformasi Kontrak
Perbankan Menuju Perlindungan Konsumen Inklusif.
Jurnal Hukum Andrew, 3(1), 1-25.
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perbankan, mengurangi litigasi, dan
mendukung pertumbuhan kredit yang
berkelanjutan menuju ekonomi inklusif
yang lebih adil bagi seluruh lapisan
masyarakat.
Peran BPSK sebagai Alternatif
Penyelesaian Sengketa (ADR) dalam
Sengketa Perjanjian Kredit

Sengketa perjanjian kredit antara
bank konvensional dan nasabah merupakan
fenomena yang semakin marak seiring
dengan ekspansi kredit konsumsi dan
UMKM di Indonesia, dengan data OJK
mencatat lebih dari 15.000 pengaduan
terkait kredit perbankan pada tahun 2024
saja. Sengketa ini biasanya dipicu oleh
wanprestasi debitur, interpretasi berbeda
terhadap klausula bunga efektif, denda
keterlambatan yang dipersengketakan,
eksekusi jaminan yang dianggap tidak
proporsional, atau pelanggaran klausula
baku yang merugikan konsumen.2* Dalam
sistem hukum Indonesia, nasabah memiliki
pilihan antara jalur litigasi formal melalui
Pengadilan Negeri yang memakan waktu
rata-rata 18-36 bulan, atau mekanisme
Alternative Dispute Resolution (ADR) yang
lebih efisien melalui lembaga seperti Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Badan  Penyelesaian = Sengketa
Konsumen (BPSK) merupakan lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK), dengan mandat utama
menyediakan  akses  keadilan = yang
sederhana, cepat, dan berbiaya ringan bagi
konsumen individu maupun kelompok yang
merasa dirugikan oleh pelaku usaha. BPSK
beroperasi di 34 provinsi dan 98
kabupaten/kota dengan struktur tripartit
yang melibatkan perwakilan pemerintah
(20%), pelaku usaha (40%), dan
konsumen/akademisi (40%), menjamin
independensi dan keseimbangan
kepentingan. Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor

21 Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Laporan
Pengaduan Konsumen Sektor Keuangan Tahun 2024.
Jakarta: OJK.

22 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja BPSK. Jakarta: Kemendag.

350/MPP/Kep/12/2001 serta Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006
semakin memperkuat status hukum
putusan BPSK yang bersifat final dan
mengikat.22

BPSK menerapkan tiga pendekatan
bertahap sesuai Pasal 56 ayat (2) UUPK:
mediasi (negosiasi sukarela dengan
mediator netral), konsiliasi (usulan
penyelesaian aktif dari konsiliator), dan
arbitrase (putusan mengikat yang bersifat
final) untuk kasus yang deadlock. Dalam
praktik sengketa perbankan, mediasi
berhasil menyelesaikan 82% kasus dengan
rata-rata waktu 21 hari, konsiliasi 12% (35
hari), dan arbitrase hanya 6% dari total
kasus (58 hari).2s Proses dimulai dengan
pendaftaran pengaduan gratis, pemeriksaan
formal (77 hari), mediasi awal (14 hari), dan
eskalasi bertahap jika gagal damai.
Fleksibilitas ini sangat relevan untuk
sengketa kredit konsumsi Rp10-500 juta
yang sering melibatkan nasabah UMKM
dengan keterbatasan finansial.

Dalam konteks perbankan, BPSK
memiliki peran ganda sebagai penguji
klausula baku dan penyelesa Putusan
Arbitrase BPSK Jakarta Barat Nomor
4897/Arbitrase/BPSK-BB/2015  menjadi
preseden penting ketika membatalkan
klausula eksekusi jaminan sepihak PT Bank
Rakyat Indonesia (BRI) terhadap nasabah
Saparli atas kredit macet Rp250 juta,
dengan alasan melanggar Pasal 18 huruf d
UUPK tentang kuasa mutlak jaminan. BPSK
memerintahkan  rescheduling  kredit,
pengurangan denda 50%, dan ganti rugi
Rp25 juta atas biaya litigasi, menunjukkan
kewenangan substansial dalam reformasi
kontrak perbankan. BPSK juga rutin
melakukan pengawasan ex officio terhadap
formulir kredit bank BUMN/swasta dan
melaporkan klausula bermasalah ke OJK
untuk sanksi administratif.24 BPSK
menawarkan empat keunggulan struktural:
1. Kecepatan rata-rata 45 hari vs 24 bulan

di PN;

23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2006 tentang Prosedur Eksekusi Putusan BPSK.
Jakarta: Mahkamah Agung.

24 Djulaeka & Partners. (2019). Analisis 100 Putusan
Arbitrase BPSK Perbankan 2010-2018. Rechtidee
Journal, 6(1), 88-110.
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2. Nol biaya awal vs Rp50-200 juta biaya
pengadilan;

3. Tanpa kuasa hukum nasabah cukup
hadir pribadi vs wajib advokat;

4. Putusan kreatif seperti debt
moratorium, collateral substitution,
atau hybrid settlement tidak kaku
seperti putusan PN.25

Data BPKN 2024 mencatat tingkat
kepuasan konsumen BPSK mencapai 78%,
dengan 91% nasabah UMKM menyatakan
proses "adil dan manusiawi" dibanding
pengadilan. Studi kasus Putusan PN
Cibinong Nomor 389/Pdt.Sus-BPSK/2020
menegaskan bahwa  putusan BPSK
mengikat  kecuali  dibatalkan @ MA,
memperkuat legitimasi ADR konsumen.2¢

Meskipun sukses, BPSK
menghadapi dualisme kewenangan dengan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) pasca-
POJK 61/POJK.07/2020. LAPS mengklaim
yurisdiksi eksklusif sengketa perbankan
sebagai  "jasa  keuangan  spesialis",
sementara BPSK bersandar pada UUPK
yang lebih inklusif. Putusan MA 592
K/Pdt.Sus-BPSK/2016 menguatkan BPSK
untuk sengketa <Rp1 miliar, tapi praktik
2021-2025 menunjukkan BPSK Mataram
masih terima 127 kasus perbankan vs LAPS
yang aksesnya terbatas (hanya online, biaya
Rp500 ribu).2” Tantangan lain:

1. Eksekusi putusan via PN (tambah 6
bulan);

2. Literasi rendah (hanya 12% nasabah
tahu BPSK);

3. Kapasitas SDM lokal lemah untuk kasus
kompleks.

Analisis 350 putusan BPSK
perbankan 2020-2024 menunjukkan pola:
62% sengketa bunga/denda, 28% eksekusi
jaminan, 10% wanprestasi. Tingkat
penyelesaian damai 87%, dengan bank
patuh 94% tanpa judicial review. Kasus
landmark Putusan BPSK Bandung 2023

25 Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2025).
Survei Kepuasan Layanan BPSK Nasional 2024.
Jakarta: BPKN.

26 Badan Perlindungan Konsumen Nasional. (2025).
Survei Kepuasan Layanan BPSK Nasional 2024.
Jakarta: BPKN.

27 Ramadhani, A. (2025). Dualisme BPSK vs LAPS
SJK: Studi Empiris 2021-2024. Jurnal Hukum
Universitas Mataram, 12(2), 145-167.

memaksa Bank Mandiri kembalikan Rp18o

juta overcharge bunga ke 450 nasabah KUR,

preseden massal pertama. Namun, 6%

kasus ditolak MA karena "dualisme

kompetensi", terutama kredit >Rp5 miliar
yang masuk domain LAPS.28

Optimalisasi BPSK butuh lima
strategi:

1. MoU BPSK-LAPS BPSK handle <Rp500
juta/UMKM, LAPS >Rp500
juta/institusi;

2. Wewenang eksekutorial langsung via
revisi Perma No.1/2006;

3. Platform digital pengaduan/sidang
virtual terintegrasi OJK;

4. Sertifikasi anggota khusus hukum
perbankan oleh STH BPKN;

5. Kampanye nasional "BPSK untuk
Keadilan Cepat" via medsos/banking
app.2
Digitalisasi BI-FAST payment untuk
eksekusi kompensasi real-time bisa
potong waktu 80%.

BPSK tetap krusial di era perbankan
digital 2026+ karena menangani sengketa
fintech lending (Rp2,4 triliun NPL 2025)
yang numpuk di BPSK. Integrasi Al
predictive analytics untuk deteksi klausula
bermasalah pre-contract dapat kurangi
sengketa 40%. Rekam jejak BPSK (15.000+
kasus, Rp1,2 triliun kompensasi 2019-2025)
membuktikan efektivitasnya sebagai safety
valve sistem perbankan Indonesia.
Reformasi ini akan ciptakan ekosistem
keuangan inklusif di mana nasabah UMKM
dapat akses kredit tanpa takut eksploitasi
klausula, bank beroperasi efisien tanpa
litigasi, dan ekonomi nasional tumbuh
berkelanjutan.s°
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang telah dilakukan secara
mendalam, dapat disimpulkan bahwa
penerapan klausula baku dalam perjanjian
kredit bank konvensional di Indonesia pada

28 Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2024).
Database Putusan BPSK Perbankan 2020-2024.
Jakarta: Mahkamah Agung RI.

29 Satjipto Rahardjo Institute. (2023). Reformasi ADR
Konsumen: Menuju Eksekusi Instan. Jurnal Hukum
Progresif, 8(3), 201-225.

30 Indonesia Fintech Association. (2025). Laporan
NPL Fintech Lending dan ADR 2025. Jakarta:
AFTECH.
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dasarnya menimbulkan ketidakseimbangan
struktural posisi tawar yang sistemik antara
bank sebagai pelaku usaha dan nasabah
sebagai konsumen jasa keuangan. Klausula
baku yang dirancang sepihak memberikan
efisiensi operasional bagi bank dalam
menangani volume transaksi kredit yang
masif, namun sekaligus menciptakan
asimetri informasi dan bargaining power
yang ekstrem. Nasabah yang mendesak
membutuhkan fasilitas kredit baik untuk
modal kerja UMKM, kebutuhan konsumsi
keluarga, maupun investasi produktif
terjebak dalam posisi "take it or leave it"
tanpa ruang negosiasi substantif terhadap
isi perjanjian standar. Kondisi ini tidak
hanya melanggar semangat asas kebebasan
berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata, tetapi
juga  bertentangan dengan  prinsip
keseimbangan kontraktual yang menjadi
inti perlindungan konsumen dalam Pasal 18
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.

Fenomena tersebut berujung pada
kerentanan nasabah terhadap klausula
bermasalah  seperti kewenangan bank
menaikkan suku bunga secara sepihak,
pengenaan denda keterlambatan yang tidak
proporsional (sering melebihi 6% per bulan),
kuasa eksekusi jaminan absolut tanpa proses
peradilan, pembebasan tanggung jawab akibat
force majeure, serta beban biaya hukum
penuh kepada debitur. Klausula semacam ini
bukan hanya membebani nasabah secara
finansial, tetapi juga mencabut hak prosedural
dasar seperti hak didengar, hak banding, dan
hak atas kepastian hukum yang adil. Akar
masalahnya terletak pada struktur kontrak
standar yang mengutamakan efisiensi
komersial bank di atas keadilan distributif
bagi konsumen individu yang posisinya secara
inheren lebih lemah.

Di sisi lain, Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) terbukti sebagai
instrumen ADR yang paling efektif dalam
mengoreksi  ketidakseimbangan tersebut
melalui kewenangan gandanya sebagai
penguji substansi klausula baku dan mediator
sengketa perbankan. Dengan mekanisme
mediasi  (82%  tingkat  keberhasilan),
konsiliasi, dan arbitrase, BPSK mampu
menyelesaikan sengketa dalam rata-rata 45
hari dengan biaya nol rupiah jauh lebih unggul
dibanding litigasi pengadilan yang memakan
18-36 bulan dan biaya Rp50-200 juta.

Putusan BPSK bersifat final dan mengikat,
dengan preseden seperti Putusan Arbitrase
Nomor 4897/BPSK-BB/2015 yang
membatalkan klausula eksekusi jaminan
sepihak Bank BRI dan memerintahkan
rescheduling serta ganti rugi. Kemampuan
BPSK melakukan pengawasan ex officio
terhadap formulir kredit bank BUMN/swasta
serta melaporkan pelanggaran ke OJK
semakin memperkuat perannya sebagai
watchdog konsumen perbankan. Data BPKN
2024 menunjukkan BPSK telah menangani
15.000+ kasus dengan total kompensasi Rp1,2
triliun, membuktikan kontribusi nyata
terhadap access to justice bagi nasabah
UMKM.

Namun demikian, efektivitas BPSK
masih terhambat oleh lima kendala struktural
krusial: (1) dualisme kewenangan dengan
LAPS SJK yang memicu kebingungan
yurisdiksi ~ sengketa  perbankan; (2)
keterbatasan eksekusi putusan yang harus
melalui Pengadilan Negeri (tambah 6 bulan);
(3) literasi masyarakat rendah (hanya 12%
nasabah tahu BPSK); (4) kapasitas SDM lokal
lemah untuk kasus kredit miliaran; (5)
tekanan pelaku usaha besar yang kadang
mengabaikan  putusan  demi litigasi
pengadilan. Tantangan ini diperparah oleh
digitalisasi ~ perbankan 2026+  yang
memunculkan sengketa fintech lending (NPL
Rp2,4 triliun) yang numpuk di BPSK tanpa
infrastruktur digital memadai.

Saran Kebijakan Strategis untuk
optimalisasi  perlindungan  konsumen
perbankan meliputi langkah konkret
berikut:

1. Reformasi Klausula Baku: OJK
wajibkan template perjanjian kredit
nasional yang lulus uji keseimbangan
oleh tim ahli hukum konsumen, dengan
klausula krusial dicetak bold/ukuran
font 14, bahasa Indonesia sederhana,
dan masa cooling-off 72 jam untuk
review konsultan independen.

2. Integrasi BPSK-LAPS SJK: MoU
pembagian kewenangan BPSK handle
sengketa <Rp500 juta/UMKM, LAPS
>Rp500 juta/institusi dengan
wewenang eksekutorial langsung BPSK
via revisi Perma No.1/2006.

3. Digitalisasi Layanan BPSK: Platform
pengaduan/sidang virtual terintegrasi
OJK, AI analytics deteksi klausula
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bermasalah pre-contract, dan BI-FAST
payment untuk kompensasi real-time
(potong waktu eksekusi 80%).

4. Literasi Hukum Massal: Kampanye
nasional "BPSK untuk Keadilan Cepat"
via banking app, Google Ads, TikTok,
dan 10.000 posko BPSK di kantor
kecamatan, target jangkau 50 juta
nasabah kredit aktif.

5. Sertifikasi dan Penguatan SDM:
Pelatihan wajib anggota BPSK tentang
hukum perbankan/DSN-MUI oleh STH
BPKN, rekrutment expert arbitrator dari
asosiasi bank dan LBH.

Implementasi terkoordinasi antar-
OJK, BPKN, Kemenag, dan asosiasi bank
akan menciptakan ekosistem perbankan
inklusif di mana efisiensi komersial bank
berjalan paralel dengan keadilan konsumen.
Reformasi ini bukan hanya kewajiban
konstitusional Pasal 28 H UUD 1945 tentang
hak atas keadilan, tetapi juga prasyarat
pertumbuhan kredit berkelanjutan menuju
target inklusi keuangan 90% pada 2030.
Dengan penguatan rezim klausula baku
yang adil dan BPSK yang optimal, hubungan
bank-nasabah akan bertransformasi dari
adversarial menjadi partnership yang

mendukung  pembangunan  ekonomi
nasional yang merata dan berkelanjutan.
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